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Abstract

This study aims to evaluate the policy and implementation of transparency in village fund
management in Indonesia through a literature review method. Transparency in village fund
management is crucial to ensure effective use of funds, prevent misuse, and enhance public
trust in village governments. The results of the study indicate that transparency policies
have been clearly regulated through regulations such as the Village Law and Permendagri
No. 20 of 2018, and supported by innovative systems such as Siskeudes, which facilitates
reporting and access to village financial information. However, implementation at the
village level still faces various obstacles, including limited human resources, technological
infrastructure, and low community literacy. Therefore, strengthening the capacity of
village officials, optimising the use of technology, and increasing community participation
are key factors in achieving transparent, accountable, and sustainable village fund
management.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan implementasi transparansi
pengelolaan dana desa di Indonesia melalui metode kajian pustaka. Transparansi dalam
pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan penggunaan dana secara
efektif, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan transparansi
telah diatur secara jelas melalui regulasi seperti Undang-Undang Desa dan Permendagri
No. 20 Tahun 2018, serta didukung oleh inovasi sistem seperti Siskeudes yang
memudahkan pelaporan dan akses informasi keuangan desa. Namun, implementasi di
tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber
daya manusia, infrastruktur teknologi, dan rendahnya literasi masyarakat. Oleh karena
itu, penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta
peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci untuk mewujudkan tata kelola
dana desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: transparansi, dana desa, kebijakan, implementasi, akuntabilitas
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Pendahuluan

Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi isu sentral dalam upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berintegritas. Transparansi
adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan akses seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual, faktual, dan mudah diakses
mengenai seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga masyarakat dapat mengawasi,
menilai, serta memastikan penggunaan dana tersebut berjalan sesuai dengan prinsip
akuntabilitas dan peraturan yang berlaku (Nurul Khofifatur Rofi’ah, 2023). Sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah
memberikan perhatian lebih terhadap desa sebagai ujung tombak pembangunan
nasional. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) diharapkan mampu menjadi instrumen strategis untuk mempercepat
pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antara
desa dan kota (Dewi, 2023).

Pemberian dana desa merupakan wujud komitmen pemerintah dalam
memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan. Melalui program ini, desa
didorong untuk mandiri dalam mengelola potensi dan sumber dayanya secara optimal.
Dana desa dialokasikan setiap tahun dan ditransfer langsung ke rekening desa melalui
mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota (Dwi
Astuti, 2022). Kebijakan ini menegaskan pentingnya peran desa dalam menentukan
prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun,
besarnya alokasi dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga membawa
tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah memastikan pengelolaan dana
tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparansi menjadi
kunci agar penggunaan dana desa dapat diawasi secara luas oleh masyarakat dan
mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi (Sari, 2023).

Pengelolaan dana desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam prakteknya,
desa dituntut untuk menyusun laporan keuangan secara tertib dan terbuka kepada
masyarakat, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan (Rika
Pratiwi, 2022).

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat sangat penting
dalam mengawasi pengelolaan dana desa. BPD berfungsi sebagai lembaga pengawasan
internal desa yang memastikan setiap kebijakan dan penggunaan dana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses
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musyawarah desa menjadi indikator utama keberhasilan transparansi pengelolaan dana
desa (Putri, 2022).

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasi di lapangan masih
menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain lemahnya
kapasitas aparatur desa, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta rendahnya
literasi keuangan di tingkat desa. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit dan lambatnya
proses pencairan dana juga menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan
pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien (Yuliani, 2021).

Kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan
masih lemahnya sistem pengawasan dan transparansi. Penyalahgunaan dana ini tidak
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat upaya pembangunan dan
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu,
diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa (Kurniawan, 2024).

Pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem informasi dan aplikasi
keuangan desa, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), untuk memudahkan
pencatatan dan pelaporan keuangan secara digital. Inovasi ini diharapkan dapat
meningkatkan transparansi, meminimalisir kesalahan administrasi, dan mempercepat
proses pelaporan keuangan desa. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih
menghadapi kendala infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbatas di beberapa
wilayah (R. Pratama & A. Widiyanti, 2021).

Transparansi pengelolaan dana desa juga berkaitan erat dengan akuntabilitas
dan partisipasi publik. Akuntabilitas menuntut setiap penggunaan dana desa dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait.
Sementara partisipasi publik menuntut keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses
pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Dengan
demikian, tercipta sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan (Siti Aminah &
Dwi Rahayu, 2024a).

Kebijakan transparansi pengelolaan dana desa merupakan bagian dari upaya
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong desa untuk mengimplementasikan
prinsip-prinsip good governance dalam setiap aspek pengelolaan keuangan desa. Hal ini
sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai pilar
utama dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur (Kumalasari, 2020).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa desa yang menerapkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa cenderung memiliki
tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi dan capaian pembangunan yang lebih
optimal. Sebaliknya, desa yang kurang transparan rentan terhadap konflik,
penyalahgunaan dana, dan rendahnya partisipasi Masyarakat (Hidayat, 2024). Oleh
karena itu, evaluasi kebijakan dan implementasi transparansi pengelolaan dana desa
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menjadi sangat penting untuk memastikan tujuan program dana desa dapat tercapai
secara maksimal.

Pada akhirnya, transparansi pengelolaan dana desa bukan hanya sekadar
kewajiban administratif, tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam membangun
kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Dengan transparansi, desa dapat membangun
fondasi yang kuat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi transparansi pengelolaan dana desa
melalui kajian pustaka diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi
perbaikan tata kelola keuangan desa di masa mendatang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian pustaka
(library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah,
dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah,
peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait transparansi pengelolaan
dana desa; data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk
mengevaluasi kebijakan serta implementasi transparansi dalam pengelolaan dana desa
berdasarkan temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu dan sumber pustaka
yang ada (Snyder, 2019); (Aromataris & Munn, 2020).

Hasil dan Pembahasan
Kebijakan Terkait Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia

Kebijakan terkait transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia telah
mengalami perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir, sejalan dengan
meningkatnya alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa-desa di
seluruh Indonesia. Sejak tahun 2015, anggaran dana desa terus meningkat, mencapai Rp
71 triliun pada tahun 2024 yang dialokasikan ke lebih dari 75.000 desa. Peningkatan
alokasi ini menuntut adanya tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk
memastikan dana benar-benar digunakan demi kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat desa (Rahayu, 2021).

Landasan hukum utama transparansi pengelolaan dana desa adalah Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara tegas mengamanatkan asas
transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.
Aturan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan
Desa, yang mewajibkan pemerintah desa membuka akses informasi seluas-luasnya
kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa (Wahyudi, 2021).

Kebijakan transparansi ini menuntut pemerintah desa untuk mengumumkan
rencana penggunaan dana desa secara terperinci sebelum pelaksanaan kegiatan.
Informasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai media, seperti papan
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pengumuman di kantor desa, spanduk, leaflet, website desa, dan media sosial resmi,
agar dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat (Sumarni, 2021). Selain rencana
penggunaan, pemerintah desa juga diwajibkan melaporkan realisasi penggunaan dana
desa secara berkala. Laporan ini harus memuat rincian sumber dana, jumlah dana yang
digunakan, serta peruntukannya. Pelaporan dilakukan secara terbuka melalui forum
musyawarah desa dan dipublikasikan di tempat-tempat strategis, sehingga masyarakat
dapat mengetahui dan mengawasi proses penggunaan dana secara langsung
(Anwaruddin & dkk, 2021).

Kebijakan transparansi juga mengatur pembentukan tim pengelola kegiatan dan
tim pengawas independen yang melibatkan unsur masyarakat. Hal ini bertujuan agar
pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparatur desa, tetapi juga oleh masyarakat
secara aktif, sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir (Syamsul Bahri,
2022).

Audit internal dan eksternal terhadap penggunaan dana desa juga menjadi
bagian dari kebijakan transparansi. Pemerintah desa wajib menjalani pemeriksaan
berkala oleh lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Inspektorat, dan lembaga terkait lainnya, guna memastikan penggunaan dana sesuai
dengan ketentuan dan mencegah terjadinya penyimpangan (Safitri, 2023).

Kepala desa memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan dana desa.
Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan
administratif. Sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian, dapat
dikenakan bagi kepala desa atau aparatur yang terbukti melanggar prinsip transparansi
dan akuntabilitas. Prinsip transparansi juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat
dalam setiap proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga evaluasi (Lestari, 2023). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek
pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan mengawasi dan memberikan masukan
terhadap penggunaan dana desa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara
aktif mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa
melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Kolaborasi antara BPK, DPR,
pemerintah daerah, dan masyarakat desa menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola
dana desa yang baik dan bertanggung jawab (Yusran, 2021).

Implementasi kebijakan transparansi telah membawa dampak positif, seperti
meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, penurunan angka
kemiskinan, serta pertumbuhan jumlah desa mandiri. Namun, tantangan masih tetap
ada, seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur, serta kapasitas sumber daya
manusia di tingkat desa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus
mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes) dan program literasi digital. Standarisasi sistem pelaporan dan
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peningkatan kapasitas aparatur desa juga menjadi fokus utama dalam memperkuat
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Fekon, 2025).

Dengan demikian, Kebijakan transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia
tidak hanya berorientasi pada pencegahan korupsi, tetapi juga pada upaya membangun
tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan
keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan dana desa dapat
memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di
seluruh Indonesia.

Implementasi Kebijakan Transparansi Pengelolaan Dana Di Tingkat Desa

Implementasi kebijakan transparansi pengelolaan dana di tingkat desa di
Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir,
meskipun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu bentuk nyata
implementasi transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan
informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa
kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai media, seperti pemasangan
baliho atau papan pengumuman di lokasi strategis desa yang memuat rincian program,
alokasi anggaran, serta progres pelaksanaan kegiatan (Nurdin, 2022).

Pemerintah desa juga memanfaatkan teknologi informasi dengan
mengembangkan website desa sebagai sarana publikasi laporan keuangan dan
dokumen penting lainnya. Melalui website ini, masyarakat dapat mengakses informasi
secara real-time dan memberikan masukan atau kritik terhadap penggunaan dana desa.
Inovasi digital seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) turut memperkuat
transparansi, karena seluruh transaksi keuangan desa dicatat secara elektronik dan
pelaporannya dapat dipantau oleh instansi pengawas secara langsung (Hartono, 2022).

Proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan secara partisipatif melalui
musyawarah dusun dan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur pemerintah desa. Dengan melibatkan
masyarakat sejak awal, diharapkan setiap program yang dibiayai dana desa benar-benar
sesuai kebutuhan dan aspirasi warga, sekaligus memudahkan pengawasan Bersama
(Siti Aminah & Dwi Rahayu, 2024b).

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa wajib mengumumkan realisasi
penggunaan dana secara berkala, baik melalui laporan tertulis, papan pengumuman,
maupun forum musyawarah desa. Laporan ini memuat rincian pendapatan, belanja, sisa
anggaran, serta kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sehingga masyarakat
dapat mengetahui secara jelas perkembangan pengelolaan dana desa (Prasetyo, 2022).

Akuntabilitas menjadi aspek penting dalam implementasi transparansi. Kepala
desa dan perangkatnya bertanggung jawab penuh atas setiap penggunaan dana, dan
diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat
setiap akhir tahun anggaran. Selain itu, laporan keuangan desa juga diaudit oleh
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Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tidak terjadi
penyimpangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan semakin diperkuat dengan adanya
alamat pengaduan yang dicantumkan dalam laporan publik. Warga dapat
menyampaikan keluhan atau laporan jika menemukan indikasi penyalahgunaan dana
desa. Mekanisme ini mendorong terwujudnya pengawasan sosial yang efektif dan
responsive (Nursalim, 2020).

Implementasi kebijakan transparansi juga memperhatikan penguatan kapasitas
aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis, khususnya dalam
pengelolaan keuangan dan penggunaan aplikasi digital. Namun, tantangan masih
dihadapi, seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi, dan variasi
kualitas tata kelola di tiap desa (Muhammad Arifin, 2024).

Keberhasilan implementasi transparansi sangat bervariasi antarwilayah,
tergantung pada komitmen kepala desa, partisipasi masyarakat, serta dukungan
pemerintah daerah dan pusat. Desa-desa yang berhasil menerapkan transparansi
umumnya menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat, menurunnya kasus
penyalahgunaan dana, dan tercapainya pembangunan desa yang lebih merata.
Sebaliknya, di desa yang belum optimal menerapkan transparansi, masih ditemukan
kasus korupsi, salah urus, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Oleh karena itu, penguatan regulasi, standarisasi sistem pelaporan, serta
pengembangan program literasi digital menjadi agenda penting ke depan (Arifin, 2024).

Secara umum, implementasi kebijakan transparansi pengelolaan dana desa telah
memberikan manfaat signifikan, seperti meningkatnya akuntabilitas, kualitas pelayanan
publik, dan efektivitas penggunaan dana desa. Namun, upaya perbaikan dan inovasi
harus terus dilakukan agar tata kelola dana desa semakin terbuka, partisipatif, dan
berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi transparansi di tingkat desa bukan hanya
memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam
membangun kepercayaan, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa secara
berkelanjutan.

Kendala Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Kendala dan tantangan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa
di Indonesia sangat kompleks dan multidimensi. Salah satu hambatan utama adalah
kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang masih rendah. Banyak
aparatur desa yang belum memiliki kemampuan administrasi dan keuangan yang
memadai, sehingga pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa
sering kali tidak berjalan optimal. Kurangnya pelatihan dan pendampingan juga
memperparah kondisi ini, terutama di desa-desa terpencil (Fadli, 2024).
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Selain aspek SDM, keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke
desa juga menjadi masalah yang sering terjadi. Proses birokrasi yang panjang dan rumit
menyebabkan dana desa sering terlambat diterima, sehingga menghambat
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Akibatnya, desa harus
menyesuaikan ulang rencana kerja dan bahkan menunda beberapa program
Pembangunan (Nurul Khofifatur Rofi’ah, 2023).

Kendala berikutnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak warga desa yang belum
mengetahui hak mereka untuk memperoleh informasi terkait penggunaan dana desa,
sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih sangat rendah. Kurangnya
literasi ini menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan tidak kritis terhadap
pengelolaan dana desa (Dewi, 2023).

Pengawasan internal di tingkat desa juga masih lemah. Lembaga pengawas
seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali belum berfungsi optimal karena
keterbatasan kewenangan dan kapasitas. Hal ini membuka peluang terjadinya
penyalahgunaan dana oleh oknum perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, mekanisme check and balance antara kepala desa, bendahara, dan perangkat
lain belum berjalan efektif (Dwi Astuti, 2022). Keterbukaan informasi juga masih menjadi
tantangan besar. Informasi mengenai besaran dana desa, alokasi anggaran, dan realisasi
penggunaan dana sering kali tidak disampaikan secara detail dan terbuka kepada
masyarakat. Misalnya, papan pengumuman atau baliho transparansi hanya memuat
angka global tanpa rincian pos pengeluaran, sehingga masyarakat sulit melakukan
pengawasan secara menyeluruh (Sari, 2023).

Selain itu, akses masyarakat terhadap informasi juga terbatas karena media
sosialisasi yang digunakan belum merata dan hanya terpusat di kantor desa. Informasi
yang diberikan pun sering kali bersifat lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik,
sehingga mudah dilupakan atau diabaikan oleh Masyarakat (Rika Pratiwi, 2022).

Tantangan lain adalah resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan
pribadi dalam pengelolaan dana desa. Oknum yang merasa diuntungkan dengan sistem
tertutup cenderung menghalangi upaya transparansi dan akuntabilitas, bahkan tidak
jarang melakukan intimidasi terhadap warga yang kritis. Korupsi dan kolusi masih
menjadi ancaman nyata dalam pengelolaan dana desa (Putri, 2022).

Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi juga masih
menghadapi kendala infrastruktur dan literasi digital. Tidak semua desa memiliki akses
internet yang memadai atau perangkat yang diperlukan untuk mengelola dan
mempublikasikan data keuangan secara daring. Hal ini menyebabkan inovasi seperti
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum dapat dioptimalkan di seluruh wilayah.
Mekanisme pembayaran yang masih didominasi secara tunai juga meningkatkan risiko
penyimpangan dan fraud. Minimnya transaksi non-tunai membuat proses audit dan
pelacakan penggunaan dana menjadi lebih sulit, sehingga pengawasan eksternal pun
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tidak berjalan maksimal (Yuliani, 2021). Kurangnya regulasi yang jelas dan tegas terkait
transparansi juga menjadi penghambat. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui hak
dan kewajiban mereka dalam hal transparansi, sementara perangkat desa pun sering
kali tidak memahami aturan yang berlaku secara detail. Selain itu, komunikasi antara
pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam hal regulasi dan petunjuk teknis pengelolaan
dana desa sering kali tidak sinkron. Hal ini menyebabkan kebingungan di tingkat
pelaksana dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi (Kurniawan, 2024).

Akhirnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan
pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa juga menjadi tantangan
tersendiri. Banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan atau bahkan tidak
mengetahui adanya forum musyawarah, sehingga aspirasi mereka tidak tersalurkan dan
pengawasan sosial menjadi lemah.

Dengan demikian, berbagai kendala tersebut, upaya mewujudkan transparansi
pengelolaan dana desa memerlukan sinergi antara peningkatan kapasitas SDM,
penguatan regulasi, inovasi teknologi, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu
berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa.

Kesimpulan

Transparansi pengelolaan dana desa di Indonesia secara umum telah berjalan
sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,
seperti UU Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemerintah desa telah berupaya
melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan
penggunaan dana desa melalui berbagai media informasi, baik secara konvensional
maupun digital, serta menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengawasi dan
memberikan masukan terhadap pengelolaan dana desa.

Implementasi kebijakan transparansi ini juga didukung dengan adanya sistem
audit dan evaluasi rutin oleh lembaga pengawas seperti Inspektorat dan BPK, serta
pelaporan yang dilakukan secara terbuka kepada publik. Meskipun demikian, masih
ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur
teknologi, dan pengelolaan arsip yang belum optimal, yang dapat menghambat
efektivitas transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

Secara keseluruhan, transparansi pengelolaan dana desa telah memberikan
dampak positif berupa meningkatnya akuntabilitas, kepercayaan masyarakat, dan
efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan. Namun, diperlukan upaya
berkelanjutan untuk memperbaiki kelemahan yang ada, seperti penguatan kapasitas
aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi
masyarakat, agar tata kelola dana desa semakin terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan.
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